	     BAB I	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
		Organisasi pemerintah merupakan lembaga Negara yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan bidangnya. Setiap organisasi dituntut untuk mampu melakukan dimanika perubahan, berbagai perubahan harus dilakukan sebagai konsekuensi logis dari globalisasi.
		Setiap Organisasi dituntut untuk berkompetensi, sehingga tetap dapat bertahan dalam persaingan global. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan strategi untuk menerapkan kapasitas organisasi sumber daya yang dimiliki. Kebutuhan publik yang semakin kompleks diharapkan para pejabat publik terus menunjukkan kinerja primanya.
		Tujuan organisasi menunjukkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan kinerjanya melalui perencanaan, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Pencapaian tujuan itu jelas akan dicapai dengan menggunakan perencanaan kerja yang baik, kerena perencanaan kerja dapat digunakan sebagai cara untuk melihat kinerja organisasi, sehingga dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi akan dapat mencapai hasil kinerja yang baik pula.
		Kinerja suatu organisasi merupakan gambaran pengelolaanya. Setiap organisasi harus melakukan penilaian terhadap kinerjanya untuk menentukan hasil yang dicapai dengan menyelesaikan tugas yang diberikan dan memenuhi tujuan baik kinerja tim maupun individu. Sejauh mana instansi mampu memenuhi tujuan, sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan merupakan indikator yang baik mengenai tingkat kinerjanya
		Analisis kinerja sangat penting untuk pemahaman tentang informasi tentang kinerja organisasi. kegiatan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya dikenal dengan sebagai pengukuran kinerja. Setiap pemerintah harus memiliki pemerintahan yang baik agara mereka dapat mencapai tujuan masyarakat, cita-cita, dan tujuan Negara. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi dan nepotisme, sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah diperlukan.
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah lembaga pemerintah yang begerak dibidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai lembaga yang bergerak dibidang ini, prioritas utamanya adalah membantu dan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota staf harus mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Akibat dari strategi otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan dan memperluaskan potensi yang dimiliki daerah masing-masing melalui instansi terkait agar dapat berkinerja lebih baik.
		Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
		Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian suatu kegiatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik sektor lain.
Visi yang hendak diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah: Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang kokoh, dengan masyarakat yang bertumpu pada budaya melayu, menuju Dumai madani yang hijau.
Dalam mencapai visinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Dumai telah menetapkan misinya sebagai berikut:
a. Mengembangkan prekonomian kota yang berdaya asing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri melayu.
c. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang.
d. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.
e. Mewujudkan Dumai sebagai sebagai lingkungan hijau.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai  dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertangung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melakukan tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan Program dan anggaran
b. Pengelolaan keuangan 
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik Negara/daerah
d. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, administrasi kependudukan, pemanfaatatan data dan dokumen kependudukan serta inovas pelayanan administras kependudukan
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
g. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
h. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
i. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
j. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
k. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
l. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
m. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
n. Penyiapan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkung fungsinya
Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dilakukan oleh walikota, dalam hal ini yang diselenggarakan lembaga instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan jenis kegaiatan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliput:
1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Permanen
3. Penerbitan SKTT bagi penduduk orang asing
4. Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/ Provinsi
5. Laporan Surat Pindah Antar Kecamatan
6. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
7. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
8. Penerbitan Akta Pengakuan Anak
9. Penerbitan KTP Elektronik
10. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
11. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penduduk Orang Asing
12. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SK PLN)
13. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
14. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
15. Penerbitan Akta Pengesahan Anak
16. Penerbitan Catatan Pengangkatan Anak (Adopsi)
17. Pencatatan Pristiwa Penting Lainnya
18. Penerbitan KTP/KIA
19. Penerimaan KTP Elektornik
20. Surat Keterangan Lahir Mati
Dengan mendorong kepemilikan dokumen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai bertujuan meningkatkan taraf pelayanan publik di bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dan perannya sebagai pelaksana permasalahan pemerintahan daerah di bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. Program kerja dan sasaran kinerja hakikatnya merupakan upaya untuk mempraktekkan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaian target yang direncanakan sangat diperlukan karena akan menjadi peta jalan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.
Kinerja organisasi perlu di pantau untuk menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan berhasil atau tidak. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan target kerja yang diantisipasi, yang terdiri dari tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. 
Adapun Capaian sasaran kinerja dan kegiatan realisasi dan target pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:
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[bookmark: _Toc177672344][bookmark: _Toc177672500]Tabel I.1
 Target dan Realisasi Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Dumai
	No
	Bidang
	Program
	Kegiatan
	Target
	Realisasi
	Persentase (%)

	1.
	Bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk 
	Peningkatan akurasi data kependudukan 
	Pelaksanaan pendataan penduduk wajib KTP
	185.177 Jiwa
	170.000 Jiwa
	    91%

	
	
	
	Sosialisasi pentingnya pendafataran penduduk
	     3 Kali
	    3 Kali
	   100%

	
	
	
	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara
	     2 Kali
	    2 Kali
	   100%

	2.
	Bidang pelayanan pencatatan sipil
	Optimalisasi pencatatan Akta
	Peningkatan pelayanan pembuatan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan
	  3 Laporan
	    3 Laporan
	   100%

	
	
	
	Pembentukan layanan keliling untuk daerah terpencil
	  2 Laporan
	   2 Laporan
	    100%

	
	
	
	Pelatihan bagi petugas pencatatan sipil
	      6 Kali
	    3 Kali
	    50,00%

	3.
	Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Pengelolaan dan analisis data kependudukan 
	Pengembangan sistem informasi kependudukan 
	2 Dokumen
	 2 Dokumen
	          100%

	
	
	
	Cakupan masyarakat yang memiliki IKD ( Identitas Kependudukan Digital)
	185.177 Jiwa
	20. 230 Jiwa
	11.00%

	4. 
	Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
	Pengembangan sistem informasi, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
	Sosialisasi pemanfaatan data
	3 Kali
	         3 Kali
	         100%

	
	
	
	Pengembangan Capaian aplikasi pelayanan / silawo

	11. 134 Pengguna
	2.397 Pengguna
	22,00%

	
	
	
	Kerjasama dengan instansi / OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi

	27 Orang
	14 Orang
	52,00%


Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023
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Berdasarkan tabel I.1 di atas, dapat dilihat target serta realisasi dari program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2023. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan pada salah satu bidang yaitu, Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan masih adanya program kegiatan kinerja yang belum mencapai target salah satunya Cakupan masyarakat yang memiliki IKD (Identitas Kependudukan Digital) dengan target 185.177 jiwa namun yang trealisasi 20.230 jiwa dengan persentase11,00%.
[bookmark: _Toc177672345][bookmark: _Toc177672501]Untuk mengetahui alasan tidak trealisasinya program Pengelolaan dan analisis data kependudukan pada Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang bernama Bapak Junaidi S.E Selaku Kabid Administrasi Kependudukan pada tanggal 6 juni 2024 pukul 09.00 WIB sebagai berikut:
Penulis bertanya:
“Apa yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang belum memiliki IKD?” 
Bapak Junaidi menjawab:
“Salah satu alasan banyaknya masyarakat belum memiliki IKD Karena  belum adanya dilakukan sosialisasi menyeluruh tentang pentingnya memiliki IKD sehingga masyarakat tidak tau dan tidak faham fungsi IKD tersebut. Kendala lainnya ketika masyarakat ingin mendownload aplikasi adalah banyaknya masyarakat apa lagi yang sudah berumur tidak paham memakai hp android dan kapasitas RAM Hp yang tidak mendukung untuk mendowload aplikasi IKD dan juga serta kendala jaringan yang harus menggunakan kartu telkomsel.
 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapatnya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam merealisasikan program kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
Pegawai merupakan aset utama bagi suatu organisasi dan berperan sebagai perencana dan pelaku aktif dalam berbagai aktivitas organisasi, jadi pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas paling utama untuk diperhatikan. Ini karena harus adanya kualitas dan kuantitas SDM dari setiap pegawai sangat terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Untuk membuat pekerjaan lebih mudah dan sesuai dengan bidangnya, pegawai harus ditempatkan dengan benar. Namun, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai masih ada yang kurang profesional. Untuk melihat jumlah pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Pelatihan dan pendidikan pegawai pada suatu organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, sehingga sangat perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat teknis agar mereka dapat menghadapi tuntutan yang berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
Untuk melihat jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis yang telah dilaksanakan oleh Disduk Capil Kota Dumai dapat diilhat pada tabel I.2 berikut ini:
[bookmark: _Toc177672347][bookmark: _Toc177672503]Tabel I.2
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
	
No
	
Jenis Diklat
	Jumlah pegawai
               (orang)
	
Persentase

	
	
	Diusul
	Realisasi
	

	1.
	Diklat teknis manajemen kinerja
	5
	3
	60,00%

	2.
	Diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan pelayanan sipil mudah, cepat dan tepat.
	6
	3
	50,00%

	3.
	Diklat Inovasi dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	8
	4
	50,00%

	4.
	Diklat Perencanaan dan   Evaluasi RPJMD,RKPD serta penyusunan Renstra dan Renja SKPD bagi aparatur perencanaan pembangunan Daerah.
	4
	4
	100%

	5.
	Diklat Inovasi dalam Penerbitan Kk dan KTP-el
	9
	5
	55,00%

	6.
	Diklat Penyusunan Rencana Aksi Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sip il
	5
	5
	100%

	7.
	  Diklat Kebijakan Pelayanan Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009
	5
	5
	100%

	Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai,2023


Berdasarkan tabel I.2 di atas, mengenai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dikatakan secara kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih terbatas dimana secara keseluruhan masing-masing bidang belum  seluruh pegawai yang mengikuti Pendidikan dan (Diklat) Teknis khususnya Diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan pelayanan sipil mudah, cepat dan tepat. Hal ini akan berdampak kepada kemampuan dan keahlian pegawai yang secara tidak langsung terhadap organisasi.
Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang telah penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI”
B. [bookmark: _Toc177672348][bookmark: _Toc177672504]Rumusan Masalah

Penilaian terhadap kinerja organisasi suatu pemerintahan, merupakan bagian penting yang harus diberikan oleh masyarakat terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintahan dalam unit organisasi   pemerintahnya begitu juga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, penilaian kerja ditujukan untuk memberikan saran kepada organisasi dalam pemerintahan terhadap yang kurang dari organisasi tersebut. Akan tetapi, penilaian terhadap organisasi saja belum bisa meningkatkan kinerja organisasi tersebut, jika penilaian yang dilakukan tidak diikuti dengan perbaikan terhadap organisasi tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah sebagai berikut:
1. Masih adanya pencapaian sasaran program kerja belum mencapai target   yang ditentukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang dapat dilihat pada tabel I.1.
2. Masih terdapatnya Pegawai yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang dapat dilihat pada tabel I.3.
Berdasarkan gejala serta permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dpat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai” 
C. [bookmark: _Toc177672349][bookmark: _Toc177672505]Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

D. [bookmark: _Toc177672350][bookmark: _Toc177672506]Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam meningkatkan kinerja organisasi.
2. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi,  khususnya kinerja organisasi.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya atau bahan perbandingan kajian penelitian.




























BAB II
	
[bookmark: _Toc177672352][bookmark: _Toc177672508]  TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori

 Kinerja organisasi dalam (Kartika & Maznah Hijeriah, 2021) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan tugas dalam suatu organisasi dan memenuhi visi, misi dan tujuannya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi adalah melalui kinerjanya.
Secara umum defenisi kinerja dalam (Jannah et al., 2021) adalah hasil kinerja terbaik, dari kuantitas maupun kualitas yang dapat di capai oleh indivisu pegawai dalam menjalankan aktivitas pekerjaan utamanya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya.
Menurut Rivai (2014: 309) dalam (Ariany & Putera, 2013) Evaluasi kinerja adalah pendekatan pengukuran yang metodis dan terstruktur. Penilaian dan dampak karakteristik, tindakan, dan hasil yang berkaitan dengan pegawai, seperti tingkat kehadiran. Hasil dari seorang pegawai yang dilakukan parameter hasil kerjanya.
Mahsun (2016:25) dalam (Erlianti & Fajrin, 2021) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. 
Selanjutnya Kinerja menurut Sinambela (2017:137), adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dijelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaanya.
Menurut definisi yang diberikan diatas, kinerja adalah hasil kinerja individu dari tingkat pencapaiannya serta pelaksanaan suatu rencana yang mencakup suatu kegiatan, program, sasaran, visi, dan misi yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu.
	Terkait dari konsep kinerja tersebut, Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2014:7) dan (Erlianti & Fajrin, 2021) mengemukakann ada tiga level kinerja, yaitu: 
a. Kinerja Organisasi: pada tingkat unit analisis organisasi, kinerja organisasi adalah pencapaian hasil. Tujuan proses dan manajemen proses semuanya berdampak pada kinerja di tingkat proses.
b. Kinerja Proses: Ini adalah pencapaian hasil dari fase produksi barang atau jasa. Manajemen proses, desain proses, dan tujuan proses semuanya mempengaruhi kinerja pada tahap ini.
c. Kinerja individu/pekerjaan: mengacu pada suatu prestasi atau pencapaian di pihak pekerja atau posisi.
Organisasi dapat di definisikan sebagai sekelompok atau wadah kelompok individu yang bekerja sama secara teratur untuk untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai organisasi juga dapat digambarkan sebagai kelompok atau entitas yang terdiri dari banyak individu yang terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, seperti asosiasi, lembaga atau unit.
Mahsun (2016:1) menyatakan bahwa sekelompok orang yang berkolaborasi secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan biasanya dianggap sebagai sebuah organisasi. Hasibuan (2017:120) Sebaliknya organisasi adalah suatu sistem perkumpulan yang formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari komponen-komponen manusia yang saling bekerjasama dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Terlihat dari kedua definisi tersebut bahwa kinerja dan organisasi mempunyai arti yang berbeda bila digunakan terpisah. Namun kinerja organisasi, dipengaruhi oleh sumber daya, informasi, dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, adalah kapasitas suatu organisasi dalam melaksanakan hasil kerja dan tugas untuk mencapai tujuannya.
Kinerja organisasi sektor publik dalam (Gandevyanti, 2017)  adalah hasil kerja sekelompok individu yang dipekerjakan oleh organisasi yang telah diberi wewenang dan tugas yang ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Pejabat di sektor publik diharapkan dapat menggunakan kewenangan dan tugasnya untuk memberikan pelayanan berkualitas yang dibutuhkan masyarakat.
Dua aspek dari gagasan kinerja adalah kinerja organisasi dan kinerja pegawai menurut Pasolong (2010:175) kinerja organisasi merupakan puncak dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan suatu organisasi, sedangkan kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dilakukan setiap pekerja dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Wibowo dalam pasolong (2010:176) kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan setiap kelompok yang terlibat melalui upaya sistematis dan peningkatan terus-menerus terhadap kemampuan organisasi dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Menurut beberapa definisi di atas, kinerja organisasi kemampuan suatu organisasi untuk menyelesaikan aktivitasnya dan menghasilkan hasil yang diperlukan untuk mencapai tujuannya dikenal sebagai kinerja organisasi. Akibatnya anda tidak fokus hanya pada pencapaian tujuan. Selain itu, sumber daya organisasi berdampak pada manajemen dan evaluasi tujuan. Sumber daya dapat bersifat non-fisik (seperti kebijakan, informasi, dan peraturan) atau fisik (seperti sumber daya manusia).
Ada tiga tujuan yang dicapai dengan mengukur kinerja sektor publik (Rumagit et al., 2022). Pertama, mereka bertujuan untuk membantu pemerintah bekerja lebih baik. Kedua, mereka mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, peningkatan akuntabilitas dan komunikasi publik merupakan tujuan pengukuran sektor publik.	
Selanjutnya, Menurut Mahsun (2015:157), yang dimaksud pengukuran kinerja  adalah proses mengevaluasi kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi, penggunaan sumber daya yang efisien dalam produksi barang dan jasa, serta kualitas (betapa baiknya barang dan jasa diberikan kepada pelanggan dan sejauh mana pelanggan puas), hasil proses dibandingkan dengan sasaran tujuan yang di tetapkan, dan tindakan efektivitas.
Menurut Miner (dalam Sudarmanto, 2018:11) dan (Nur et al., 2020) menyatakan secara umum dapat dinyatakan empat aspek dari kinerja yaitu sebagai berikut:
1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan beberapa jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
3. Waktu kerja menerangkan berapa jumlah absen, keterlambatan, seta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman kerjanya. 
Berdasarkan uraian di atas, organisasi dapat mengukur kinerja setiap pegawai. Ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar hasil kerja masing-masing pegawai dalam hal kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama yang berkaitan dengan kinerja yang diharapkan dari pegawai sesuai dengan tujuan organisasi.(Nur et al., 2020)
Berbagai macam dimensi dalam pengukuran kinerja, Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu organisasi, maka dibutuhkan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja organisasi tersebut. Dwiyanto (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2007: 176) dalam (Gandevyanti, 2017) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap adalah sebagai berikut: 
1. Produktivitas
Konsep produktivitas ini tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.
2. Orientasi Kualitas Layanan 
Ada banyak informasi tentang kepuasan masyarakat terkait kualitas layanan yang dapat diakses, sehingga kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas 
Kemampuan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat mulai dari membuat agenda dan prioritas pelayanan, dan membuat program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Akuntabilitas 
Suatu organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika tindakannya dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kinerja organisasi harus dinilai dari sudut pandang eksternal serta sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Dari pemaparan teori tentang pengukuran kinerja organisasi di atas dapat dipahami bahwa kinerja suatu organisasi publik akan berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut kepada pelanggan atau masyarakat, sehingga kualitas pelayanan menjadi suatu ukuran penting dalam kinerja organisasi publik.
Sedangkan, menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2019:50-51) menjelaskan beberapa indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

1. Produktivitas
		Menjelaskan bagaimana produktivitas akan mengukur efektivitas layanan dan efisiensinya. Rasio input dan output adalah definisi umum produktivitas.
2. Kualitas Layanan
		Layanan publik sering kali dijelaskan sebagian oleh masalah kualitas layanan.
3. Responsivitas
Daya tanggap merupakan kapasitas organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merancang inisiatif pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dan tujuan masyrakat.
4. Responsibilitas
Konsep tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk memastikan apakah operasi birokrasi public dilaksanakan sesuai dengan pedoman administratif dan protocol birokrasi yang tepat.
5. Akuntabilitas
 Istilah “Akuntabilitas Publik“ menggambarkan tingkat akuntabilitas pejabat publik yang dipilih oleh warga Negara terhadap keputusan dan tindakan birokrasi publik
.
Kemudian, ada empat indikator kinerja  (Kumorotomo dalam Pasolong 2014) dan (Shita et al., 2024) digunakan untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, yaitu:
1. Efisiensi
Mengenai keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam menghasilkan keuntungan, dengan memperhatikan kondisi produksi dan prinsip rasionalitas.
2. Efektivitas
Menggambarkan sejauh mana tujuan yang mengarah pada berdirinya organisasi pelayanan publik telah tercapai. Rasionalitas teknis, nilai-nilai, misi, tujuan organisasi, dan peran agen pembangunan semuanya sangat terkait dengan hal ini.
3. Keadilan

Yaitu mengacu pada cara layanan didistribusikan dan didistribusikan oleh organisasi pelayanan publik. Konsep ketercukupan atau kepantasan terkait erat dengan kriteria ini. Kedua, mereka bertanya-tanya apakah kebutuhan, keinginan, dan standar masyarakat dapat dipenuhi dalam tingkat efektivitas tertentu. 
4. Daya tanggap
Artinya, Organisasi layanan public merupakan bagian dari respons Negara dan pemerintah terhadap kebutuhan yang mendesak, dibandingkan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta.	
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah cara untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi publik melakukan tugasnya. Kinerja dalam lingkup organisasi seringkali sulit untuk diukur karena tujuan dan misi organisasi harus dievaluasi pada tingkat kerjanya. Ini karena hasil yang dicapai oleh organisasi publik tidak sesuai dengan visi, misi, kegiatan, program, dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak lepas dari variabel yang mempengaruhi.
Menurut Hessel (2007:178) dalam (Fikri, 2018) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sebagai berikut:
1. Motivasi
2. Budaya organsasi
3. Kompensasi/imbalan
4. Kepemimpinan
5. Kepuasan kerja
6. Kedispilnan
7. Lingkungan kerja
8. Dan komitmen organisasi
Selanjutnya Pasolong (2014:186) mengemukakan  beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu:

1. Kemampuan

Pada dasarnya kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan sebagai tugas dalam suatu pekerjaan.
2. Kemauan

Kemauan atau motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.
3. Energi

Energi adalah pemercik api yang menyala dalam diri seseorang yang muncul oleh naluri dalam diri sendiri.
4. Teknologi
Teknologi dapat didefiniskan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau suatu benda untuk memodifikasinya, baik melibatkan alat atau perangkat mekanis atau tidak.
5. Kompensasi

Pegawai menerima kompensasi sebagai imbalan atas kinerja yang baik.

6. Kejelasan tujuan
	
Kejelasan tujuan meruapakan salah satu faktor penentu dalam  pencapaian kinerja.
7. Keamanan
	
Seseorang merasa aman saat melakukan pekerjaannya, itu berdampak pada kinerjanya.
Berdasarkan teori di atas telah menjelaskan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan/program yang telah ditetapkan.
B. [bookmark: _Toc177672353][bookmark: _Toc177672509]Operasional Variabel Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisa serta menghindari kesalahan pengertian, maka akan dibuat batasan tentang konsep dalam penelitian ini:
1. Analisis 

Analisis adalah proses untuk memperoleh pengetahuan yang terkait dengan teori dan tindakan. Pengujiannya dilakukan secara empiris, yaitu langsung mengenai hubungan antara teori dan tindakan.
2. Kinerja

Kinerja dalam penelitian ini adalah hasil capaian kerja dalam kegiatan/aktivitas atau program kerja yang sebelumnya telah ditetapkan.
3. Organisasi Publik

		Dalam penelitian ini, organisasi didefinisikan sebagai kelompok terukur yang terdiri dari individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan masyarakat (publik). Dalam kasus ini, lokasi penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
4. Kinerja Organisasi Publik
	
Dalam penelitian ini, kinerja organisasi publik didefinisikan sebagai kemampuan organisasi publik untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan, tujuan, misi, dan visinya.
Berdasarkan konsep dan teori yang di paparkan, maka dalam penelitian ini mengenai kinerja organisasi public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, dengan mengacu pada teori yang kemukakan oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2019:50-51), sebagai berikut:
1. Produktivitas

Produktivitas adalah tingkat pencapaian program kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang memenuhi rencana keja, tujuan, visi, dan misi organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan.
Untuk melihat produktivitas dapat dibagi menjadi 4 (empat) sub indikator  sebagai berikut:
a. Adanya pencapaian target atas program kerja sebagaimana yang telah  ditetapkan.
b. Adanya kemampuan pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan  visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
c. Adanya kemampuan organisasi dalam mengevaluasi kegiatan yang  telah direncanakan.
d. Adanya peningkatan realisasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.
2. Kualitas layanan

Kualitas layanan dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka agar tidak ada pandangan negatif yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam layanan yang diterima dari organisasi publik.
Untuk melihat Kualitas layanan dapat dibagi menjadi 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Adanya ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan.
c. Adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan.
d. Adanya inovasi pelayanan terhadap organisasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
3. Responsivitas
		Dalam penelitian ini, responsivitas ditentukan oleh kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk membuat agenda kerja atau prioritas kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, mereka dapat membuat program kerja yang sesuai dengan peraturan.
Untuk melihat Responsivitas dapat dibagi menjadi 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya agenda kerja atau prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
b. Adanya keselarasan antara program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.
c. Adanya kemampuan menjalankan misi organisasi dan tujuannya.
d. Adanya kemampuan untuk mengenali kebutuhan pelayanan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas

		Penelitian ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi atau program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat atau kebijakan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	
Untuk melihat Responsibilitas dapat dibai menjadi 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Adanya kewajiban pegawai menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
d. Adanya pegawai yang mampu menerima dan menyelesaikan setiap masalah-masalah terhadap kerja yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan organisasi atau program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya yang disesuaikan dengan nilai atau norma yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Untuk melihat akuntabilitas dapat menjadi 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pegawai bekerja sesuai dengan nilai dan norma kerja serta  peraturan yang berlaku.
b. Adanya aturan yang jelas yang menjadi pedoman serta acuan pegawai dalam bekerja.
c. Adanya kemampuan pegawai dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya.
d. Adanya pertanggungjawabkan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Operasional Variabel di atas, maka setiap sub indikator akan di tentukan kriteria jawabanya dengan penilaian sebagai berikut:
· Sangat Baik (SB)   :  diberi skor 4 
· Baik (B)                  : diberi skor 3
· Cukup Baik (CB)    : diberi skor 2
· Tidak Baik (TB)      : diberi skor 1
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[bookmark: _Toc177672355][bookmark: _Toc177672511] METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang beralamat di Jl. Brigjen HR Soebrantas di dalam gedung MPP  (Mall Pelayanan Publik) Dumai Timur, Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut untuk menjadi lokasi penelitian dikarenakan Dinas tersebut menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. diharapkan memiliki kinerja organisasi yang baik. Namun pada kenyataan dilapangan masih ditemukan masih kurangnya kemampuan dan kecakapan pegawai yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan dan masih adanya capaian target organisasi yang belum mencapai target yang ditetapkan. Sehingga penulis memandang perlu untuk menganalisis lebih lanjut berkaitan dengan Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.


B. [bookmark: _Toc177672356][bookmark: _Toc177672512]Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022:80) populasi adalah kategori luas yang terdiri dari item atau subjek yang dipilih oleh peneliti untuk diperiksa guna menetapkan atribut dan sifat tertentu yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.
Menurut Arikunto dalam (Sulistiyowati, 2017) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada dilapangan.
Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah sebagian dari ukuran dan susunan pupulasi. Agar dapat diaanggap representative, suatu sampel harus memiliki kualitas yang sama dengan populasi secara keseluruhan.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebanyak 70 orang. Mengingat jumlah populasi yang sedikit maka disini penulis menggunakan teknik samping jenuh (metode sensus) menurut Sugiyono (2012:96), merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 70 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:



[bookmark: _Toc177672357][bookmark: _Toc177672513]                                        Tabel III. 1
Keadaan Populasi dan Sampel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi
(orang)
	Sampel
(orang)
	Persentase
(%)

	1.
	Kepala Dinas
	1
	1
	100%

	2.
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3.
	Kepala bidang
	4
	4
	100%

	4.
	  Kasubbag
	2
	2
	100%

	5.
	PNS
	 25
	 25
	100%

	6.
	TKPK
	37
	37
	100%

	Jumlah
	70
	70
	100%


Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2024

C. Jenis dan Sumber Data
Data akan dikumpulkan pada saat peneliti berada dilapangan. Data yang diproleh dalam penelitian ini meliputi:
1. Data primer
Menurut Sugiyono (2022:256) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari pihak pertama yang dalam hal ini data dari responden penelitian terdiri dari:
a. Produktivitas
b. Kualitas layanan
c. Responsivitas
d. Responsibilitas
e. Akuntabilitas
2. Data skunder
Menurut Sugiyono (2022:156) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumaiyang dapat, menjelaskan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:
a. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
b. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
c. Keadaan dan komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
d. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

D. [bookmark: _Toc177672359][bookmark: _Toc177672515]Teknik  Pengumpulan Data

Sesuai dengan masalah yang ada pada penelitian ini unttuk dapat menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber sumber dipercaya dan tanggung jawab. Maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:165), observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamatan langsung dilakukan untuk mempelajari subjek penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
2.  Wawancara 
Menurut Sugiyono (2016:157), wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari responden yang lebih kecil atau lebih sedikit, atau jika ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih.
3.  Kuesioner/angket
[bookmark: _Toc177672360][bookmark: _Toc177672516]Menurut Sugiyono (2016:162), kuisioner adalah aat yang digunakan untuk mengumpulkan data dimana partisipan diberikan pernyataan tertulis atau serangkaian pertanyaan untuk diselesaikan 
E. Analisa Data
Setelah informasi dikumpulkan dari responden atau sumber data lainnya, langkah seanjutnya adalah analisa data. Setelah informasi dikumpulkan dan diungkapkan, informasi tersebut harus ditinjau ulang untuk menentukan informasi apa apa yang hilang, pertanyaan apa yang perlu di jawab bagaimana mendapatkan informasi baru, kesalahan apa yang perlu diperbaiki.
Penganalisisan deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian. Tujuan penganalisisan deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan indikator-indikator yang akan diteliti. Selanjutnya, hasil akan diuraikan secara kualitatif untuk memberikan gambaran tentang kondisi saat ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Setelah semua data yang diperlukan dikumpulkan, data dikelompokkan menurut jenisnya dan disajikan dalam tabel dengan persentase dan uraian.
	Menurut Sugiyono dalam (Erlianti et al., 2024), metode penelitian kuantitatif pada filsafat positivisme, Metode ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, yang biasanya diambil secara acak. Data dikumpulkan dengan instrumen penelitian, dan kemudian dilakukan analisis kuantitatif atau statistik. sebagai sarana untuk menguji perhitungan yang terkait dengan masalah yang dipelajari untuk mencapai kesimpulan. Sehingga metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data penulis.
Pengukuran data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah menggunakan Skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneitian.
Untuk mengevaluasi tanggapan responden terhadap masing-masing variabel dan indikator penelitian ini, skala likert digunakan untuk menghitung hasil keseluruhan dari jawaban responden. Skor untuk masing-masing penilaian berkisar dari 1 hingga 4 dan terdiri dari kategori Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik.
 Jumlah sampel sebanyak 70 orang, rencana pertanyaan yang akan di ajukan pada setiap indikator sebanyak 4 pertanyaan. Selanjutnya interval untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut:
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator
Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 0rang dengan 4 pernyataan. Kategori terhadap setiap indikator ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lidental dalam Zulganef. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
Skor Tertinggi   :  4 x 4 x 70 = 1.120
Skor Terendah :  1 x 4 x 70 = 280
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lidental dalam Zulganef (2018:165) yaitu:
i = 
Keterangan:
i = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = Jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval  sebagai berikut:
i = 
i = 
i = 
i = 210
Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik (SB)
	911 – 1.120

	Baik (B)
	701 –  910

	Cukup Baik (CB)
	491 – 700

	Tidak Baik (TB)
	280 – 490


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinium sebagai berikut:

280      TB               490         CB            700               B             910              SB          1.120     
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan hasil dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.
2. Pengukuran Variabel Penelitian
Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 70 orang, rencana pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 20 pertanyaan. Selanjutnya untuk menentukan kategori penelitian terhadap variabel penelitian, maka ditentukan sebagai berikut:
Skor Tertinggi	: 4 x 20 x 70 = 5.600
Skor Terendah	: 1 x 20 x 70 = 1.400
Selanjutnya, untuk menentukan inerval (i) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu : 
i = 
Keterangan:
i = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = Jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval  sebagai berikut:
i = 
i = 
i = 
i = 1.050
Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik (SB)
	4.551 – 5.600

	Baik (B)
	3.501 – 4.550

	Cukup Baik (CB)
	2.451 – 3.500

	Tidak Baik (TB)
	1.400 – 2.450


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

                        
1.400    TB         2.450       CB         3.500                 B             4.550        SB        5.600
 Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan hasil dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.









BAB IV
                                   GAMBARAN UMUM
DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
A. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai merupakan instansi yang menggabungkan berbagai dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari seluruh daerah. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah sebagai komponen pelaksana pemerintahan daerah.
Pembentukan dan susunan perangkat daera Kota Dumai dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 menetapkan kedudukan organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
Visi yang hendak diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah: " Terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang kokoh, dengan masyarakat yang bertumpu pada budaya melayu, menuju Dumai madani yang hijau”. 
Dalam mencapai visinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Dumai telahh menetapkan misinya sebagai berikut:
a. Mengembangkan prekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pad kepelabuhanan dan industry.
b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri melayu.
c. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang
d. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik.
e. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
Pegawai adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan mereka perlu mendapat perhatian dari pimpinan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan maksimal. Dengan demikian, untuk instansi dan unit kerja yang berkaitan dengan pelayanan di Kota Dumai, elemen pegawai harus diperhatikan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagai berikut:
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Bidang Kerja
Sumber daya manusia yang efektif merupakan jaminan berharga bagi organisasi sebagai pendukung manajemen sumber daya yang lebih baik. Hal ini mengacu pada sumber daya manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya. Pembagian pegawai merupakan hal penting bagi setiap organisasi, dan bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.1
Jumlah Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Bidang Kerja
	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	1.
	Kepala Dinas
	1
	1,43

	2.
	Sekretaris
	1
	1,43

	3.
	Kepala Bidang
	4
	5,71

	4.
	Kasubbag
	2
	2,86

	6.
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	25
	35,71

	7.
	Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK)
	37
	52,86

	
	Jumlah
	70
	100


Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
		Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kepala Dinas berjumlah 1 orang dengan persentase 1,43%, Sekretaris berjumlah 1 orang dengan persentase 1,43%, Kepala Bidang  berjumlah 4 orang dengan persentase 5,71%, Kasubbag berjumlah 2 orang dengan persentase 2,86%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 orang dengan persentase 35,71%, dan Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) berjumlah 37 orang dengan persentase 52,86%.

2. [bookmark: _Hlk173338811]Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
Salah satu sumber daya organisasi yang sangat menentukan tercapai tujuan yang telah ditetapkan dalam instansi adalah keberadaan manusia. Oleh karena itu, pegawai dalam suatu organisasi harus merasa bertangung jawab dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Meskipun demikian, pegawai laki-laki dan perempuan sering kali melakukan aktivitas yang berbeda di tempat kerja. 
Adapun jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berjumlah 70 orang. Semua pegawai yang ada di Dinas Kependudukarı dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Untuk melihat keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dari anggota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.2
Keadaan Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai beradasarkan jenis kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1.
	Laki – Laki
	15
	13
	28
	40

	2.
	Perempuan
	18
	24
	24
	60

	
	Jumlah
	33
	37
	70
	100


[bookmark: _Hlk173338618]Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
Berdasarkan uraian tabel IV.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 70 orang, dengan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang dengan persentase 40% dan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang dengan persentase 60%.
3. [bookmark: _Hlk166570346]Keadaan dan Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan
sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan, setiap organisasi memerlukan anggota yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas. Latar belakang pendidikan formal adalah faktor penting yang dapat memengaruhi kemampuan anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan.
Latar belakang Pendidikan seorang pegawai akan dapat pula memberikan kemudahan bagi organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk lebih lengkapnya tentang Pendidikan pada pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:






Tabel IV.3
Keadaan Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	
No
	

Pendidikan
	Pegawai

	
Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS

	TKPK
	
	

	1.
	SLTA
	-
	20
	20
	28,57%

	2.
	D III
	3
	3
	6
	8,57%

	3.
	S1
	25
	12
	37
	52,86%

	4.
	S2
	5
	2
	7
	10,00%

	
	Jumlah
	30
	40
	70
	100%


Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.3 diatas jumlah pegawai dan TKPK (Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tingkat pendidikan SLTA sebanyak 20 orang dengan persentase 28,57%, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 6 orang dengan persentase 8,57%, tingkat S1 sebanyak 37 orang dengan persentase 52,86%, dan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 7 orang dengan persentase 10%.
4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan
Pangkat atau golongan akan menentukan keberadaannya dalam organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, pangkat dan golongan biasanya digunakan sebagai dasar penempatan pegawai negeri sipil (PNS) di jabatan atau pertimbangan untuk promosi karier berdasarkan kemampuan mereka.
Untuk instansi pemerintahan, keberadaan pegawai dengan pekerjaannya tidak terlepas dari kedudukan pegawai tersebut di dalam instansi tempatnya bekerja. Kedudukan diperoleh dari seorang pegawai di sesuaikan dengan golongan serta tingkat kepangkatan yang didapatnya. Untuk mengetahui jenis golongan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.4
Keadaan Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Golongan/Pangkat
	No
	Golongan/Pangkat
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	Pembina Tk/I (IV/b)
	1
	1,43%

	2.
	Pembina (IV/a)
	6
	8,57%

	3.
	Penata Tk.I (III/d)
	11
	15,71%

	4.
	Penata (III/C)
	2
	2,86%

	5.
	Penata Muda Tk.I (III/b)
	3
	4,29%

	6.
	Penata Muda (III/a)
	6
	8,57%

	7.
	Pengatur Tk.I (II/d)
	3
	4,29%

	8.
	Pengatur (II/d)
	1
	1,43%

	9.
	TKPK
	37
	52,86%

	Jumlah
	70
	100%


[bookmark: _Hlk166574149]Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
		Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat dijelaskan bahwa Pembina Tk/l (IV/b) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,43%, Pembina (IV/a) berjumlah 6 orang dengan persentase 8,57%, Penata Tk. I (III/d) berjumlah 11 orang dengan persentase 15,71%, Penata (III/c) berjumlah 2 orang dengan persentase 2,86%, Penata Muda Tk. I (III/b) berjumlah 3 orang dengan persentase 4,29%, Penata Muda (III/a) berjumlah 6 orang dengan persentase 8,57%, Pengatur Tk. I (II/d) berjumlah 3 orang dengan persentase 4,29%, Pengatur (II/d) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,43%, TKPK berjumlah 37 orang dengan persentase 52,86%
Instansi pemerintah tentunya memilki tujuan, tujuan ini yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencegahnya maka instansi atau organisasi harus mendorong pegawai untuk mencapai kinerja dan prestasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Status pangkat dalam suatu organisasi.
5. [bookmark: _Hlk173341028]Keadaan dan Komposisi Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Status Pangkat
Instansi pemerintah tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terdang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai, untuk mencegahnya maka organisasi harus mendorong pegawai untuk mencapai kinerja dan prestasi yang lebih baik dari waktu kewaktu. Status pangkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman pegawai dalam menjalankan tugasnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:




[bookmark: _Hlk169009414]Tabel IV.5
Keadaan Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Berdasarkan Status Pangkat
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	1.
	PNS (Pegawai Negri Sipil)
	33
	47,14%

	2.
	TKPK (Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak)
	37
	52,86%

	
	Jumlah
	70
	100%


Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.5 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang berstatus PNS (Pegawai negeri Sipil) sebanyak 33 orang dengan persentase 47,14%, dan pegawai dengan status TKPK (Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 37 orang dengan persentase 52,86%.
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
		Struktur organisasi suatu instansi diperlukan untuk melihat pekerjaan dan tanggung jawab. Struktur organisasi memberikan gambaran tentang pengaturan tugas-tugas dan pemindahan wewenang dan tanggung jawab masing-masing kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi akan berfungsi dengan baik jika semua pihak memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan.		
		Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dijelaskan bahwa merupakan unsur pelaksana yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
[bookmark: _Hlk166659740]		Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memiliki struktur organisai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
Bagan IV.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
KEPALA DINAS



	[bookmark: _Hlk175058575]KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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	[bookmark: _Hlk175060569]KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
UPT
BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
[image: ]BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


D. Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili Kota Dumai yang dimaksud terdiri:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub bagian Keuangan;
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
3. [bookmark: _Hlk175064870]Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari,
Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
g. UPT; 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, pelaksanaan tugas pegawai berpedoman kepada Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2022, menyangkut kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Adapun tugas pokok dan fungsi dari 4 bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPT tersebut adalah:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN); 
e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
j. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa Sekretariat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi juga teknis seperti perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat diberi uraian tugas berikut:
a. Mengumpulkan dan menyediakan dokumen peraturan, kebijakan teknis, pedoman, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan.
b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkaitan dengan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
c. Merumuskan pedoman serta petunjuk teknis yang diperlukan dalam penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan.
d. Mempersiapkan dokumen untuk rencana dan kegiatan program jangka panjang, menengah, dan pendek, termasuk rencana strategis organisasi serta bahan untuk pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program.
e. Menyusun dokumen analisis dan evaluasi pelaksanaan program serta laporan mengenai pencapaian akuntabilitas kerja.
		Sekretariat yang disebutkan pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). 
a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:
a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
1) Subbagian Keuangaan
	Subbagian Keuangan, yang tercantum dalam Pasal 9 huruf a, ditugaskan untuk mengelola pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Menurut ayat (2), tanggung jawab Subbagian Keuangan diuraikan sebagai berikut:
a. Menyusun dokumen koordinasi dengan lembaga atau unit kerja terkait tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjalankan tugas.
b. Mengumpulkan dokumen yang berisi peraturan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan akuntansi.
c. Menyediakan dokumen untuk administrasi keuangan, penatausahaan, akuntansi, pengawasan, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Memastikan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pembukuan terkait keuangan, penatausahaan, dan akuntansi.
e. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyelesaikan data serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
f. Menyusun laporan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan.
g. Menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya
	Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Keuangan, yang tercantum dalam Pasal 9 huruf a, ditugaskan untuk mengelola pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.Menurut ayat (2), tanggung jawab Subbagian Keuangan diuraikan sebagai berikut:
a.  Mengsatukan dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta dokumen lainnya yang berkaitan persuratan, ketatausahaan, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan tata barang milik negara;
b. Menyediakan persiapan untuk pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan persuratan, ketatausahaan, kearsipan, administrasi ASN, rumah tangga, dan perlengkapan: 
c. Menyediakan bahan untuk penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam bidang persuratan, ketatausahaan, kearsipan, administrasi ASN, rumah tangga, dan perlengkapan;
d. Menyediakan persiapan pegawai untuk diklat struktural, teknis, dan fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah;
e. Menyiapkan materi untuk pembinaan umum pegawai serta pengembangan karir dan disiplin pegawai;
f. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
g. Berkolaborasi dengan unit kerja atau dinas terkait sesuai dengan bidang dalam pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik negara dan daerah, serta urusan ASN;
h. Menyediakan dokumen penyelenggaraan untuk tugas surat menyurat, naskah dinas, dan kearsipan;
i. Menyediakan bahan perpustakaan, kolaborasi masyarakat, dan protokol;
j. Melaksanakan serta menyiapkan bahan perlengkapan dan rumah tangga;
k. Melakukan penyiapan bahan urusan administrasi ASN; 
l.  Inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
m. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan laporan atas pelaksannaan tugas; dan
n. Menyediakan tugas tambahan yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Menyatukan berkas bahan administrasi kependudukan;
b. Memikirkan rencana program operasional kegiatan yang menjadi substansi identitas penduduk;
c. Menyediakan bahan serta disusun untuk pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan registrasi penduduk;
d. Menyiapkan bahan untuk pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan mempelajari dokumen pendaftaran, mengolah data untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan, dan menerbitkan Kartu Keluarga;
e. Menyediakan bahan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan mempelajari dokumen pendaftaran, memberikan Kartu Tanda Penduduk, mengolah data, serta melakukan
f. Memberikan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kependudukan, seperti penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, dan surat keterangan kependudukan lainnya;
g. Menyatukan bahan-bahan  untuk layanan administrasi kependudukan; 
h. Menulis perubahan biodata penduduk;
i. Mendokumentasikan hasil dari layanan pendaftaran penduduk yang dilakukan;
j. Merekapitulasi dan membuat laporan distribusi dan penerbitan identitas penduduk dan jumlah penduduk; 
k. Membentuk dan mendorong sumber daya manusia yang menangani aspek identitas penduduk; 
l. Membuat daftar masalah dan membuat bahan petunjuk pemecahan masalah; 
m. Menerima dan menangani keluhan serta masukan terkait masalah penerbitan identitas penduduk. 
n. Bekerja sama dengan unit kerja atau lembaga terkait untuk memudahkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya. 
o. Menyusun program rencana operasional untuk kegiatan substansi pindah dan datang penduduk. 
p. Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan pencatatan, serta melakukan pemeriksaan dan pengecekan berkas pendaftaran dan pengelolaan pindah dan datang penduduk. 
q. Mengawasi serta mengelola proses pindah dan datang penduduk. 
r. Menginventarisasi penduduk yang pindah datang, baik warga negara Indonesia maupun asing. 
s. Melakukan pengawasan terhadap mobilitas penduduk. 
t. Menganalisis serta menyusun laporan mengenai perkembangan mobilitas penduduk. 
u. Mengumpulkan bahan untuk layanan administrasi terkait pindah datang penduduk, serta membina dan melestarikan sumber daya manusia yang mengelola proses ini. 
v. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan migrasi penduduk. 
w. Berkolaborasi dengan unit kerja dan lembaga terkait sesuai bidang tugas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. 
x. Menyusun rencana program operasional untuk kegiatan pendataan penduduk. 
y. Menyiapkan dokumen untuk perencanaan pendataan penduduk. 
z. Membuat bahan untuk kebijakan teknis mengenai data kependudukan, serta mengorganisir dokumen yang diperlukan dalam proses pendataan penduduk.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Susunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk; 
c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. Melaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
e. Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. Pembinaan dan pengelolaan serta pengawasan kependudukan; mobilitas
g. Mendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
h. Mengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
i. Mengerjakan kerjasama dengan unit/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
j. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 
k. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dinyatakan bahwa Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas suatu pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil serta penyiapan, melakukan dan pelaksanaan kebijakan teknis. Tugas-tugas ini diuraikan sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional untuk program kegiatan terkait kelahiran.
b. Menetapkan kebijakan teknis dalam pelayanan pencatatan kelahiran.
c. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
d. Menyediakan dokumen untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait pembuatan akta kelahiran, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan, termasuk pemeriksaan kelengkapan dan pengolahan data.
e. Mencatat dan mendokumentasikan pendaftaran pelayanan akta kelahiran.
f. Mengidentifikasi masalah yang muncul dan menyiapkan dokumen petunjuk untuk pemecahan masalah.
g. Membuat laporan tertulis terkait pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.
h. Mendata hasil dari pelayanan akta kelahiran.
i. Menentukan peraturan teknis untuk layanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
j. Membangun dan mengkoordinasikan pelaksanaan layanan pencatatan perkawinan dan perceraian; 
k. Menyediakan berkas untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pembuatan akta perkawinan dan perceraian, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian berkas kelengkapan sampai kepada pencatatan perkawinan dan penerbitkan akta 
l. Memverifikasi dan memvalidasi keabsahan data perkawinan dan perceraian; 
m. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan berkas untuk pemecahan masalah; 
n. Menyiapkan penyusunan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas;
o. Mendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; 
p. Menyusun rencana program operasional untuk kegiatan substansi pendataan penduduk.
q. Menyiapkan materi perencanaan terkait pendataan kependudukan.
r. Menyusun bahan kebijakan teknis untuk pelaksanaan pendataan kependudukan.
s. Mengumpulkan materi untuk pendataan dan administrasi yang diperlukan dalam proses pendataan penduduk.
t. Mengidentifikasi masalah serta menyiapkan panduan untuk solusi yang berhubungan dengan pendataan penduduk.
u. Melakukan pembinaan di lapangan untuk mendukung penyelenggaraan pendataan penduduk.
v. Menyiapkan dokumen untuk pendataan, pencatatan, pemeriksaan, dan penelitian berkas pendataan penduduk.
w. Mengelola dan melaksanakan pendataan penduduk, termasuk pendataan penduduk rentan dan non-permanen sesuai dengan ketentuan undang-undang administrasi kependudukan.
x. Mendata dan membuat dokumen kependudukan bagi penduduk rentan serta yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam proses pendataan yang sedang berlangsung.
y. Merekap data kependudukan dan menyusun laporan terkait pendataan.
z. Mengerjakan binaan dan berdayaan sumber daya manusia pengelola pendataan penduduk; 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan. Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. Membuat rencana program operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
b. Menyediakan dan memelihara perangkat keras dan lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 
c.  Memelihara perangkat keras dan lunak dan jaringan komunikasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.Updating database kependudukan;
d. Mengentri data penduduk yang hilang;
e. Mendaftar, membukukan, dan menyelesaikan duplikat atau rekaman;
f. Mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak; 
g. Memperbarui data base kependudukan; 
h. Mengevaluasi dan melaporkan administrasi kependudukan; pengelolaan informasi; dan 
i. Mengembangkan rencana program operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data.Menyusun kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data;
j. Mengumpulkan dan mengolah data kependudukan dan catatan sipil;
k. Menyajikan statistik kependudukan;
l. Melaporkan data kependudukan kepada Kabupaten, Provinsi dan Kemendagri;
m. Menyajikan data dalam bentuk teknologi informasi; 
n. Publikasi, informasi, dan sosialisasi tentang data kependudukan melalui media cetak dan elektronik; 
o. Mendokumentasikan dan membukukan data kependudukan; 
p. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
q. Menyusun rencana program untuk kegiatan terkait tata kelola sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
r. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia yang mengelola.
s. Memelihara arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil baik secara manual maupun elektronik, serta meningkatkan kapasitas aparatur sumber daya manusia.
t. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan melalui aparat pemerintah.
u. Menyediakan bahan untuk tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan area tanggung jawabnya.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusunan suatu perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terdiri dari sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 
c. Melaksanaan pembinaan serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. Pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan yang meliputi sistem administrasi informasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Dalam Pasal 5, ayat (1) huruf f menyatakan bahwa Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dengan administrasi kependudukan, dan inovasi layanan administrasi kependudukan. Tugas-tugas ini diuraikan sebagai berikut:
a. Menyusun rencana program operasional untuk kegiatan substansi kerjasama.
b. Mengumpulkan dan melengkapi informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan teknis terkait kerjasama dalam administrasi kependudukan.
c. Menyusun rekomendasi mengenai kebijakan kependudukan daerah bersama lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
d. Merencanakan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kerjasama serta data pelayanan.
e. Mencari tahu potensi kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka tertib administrasi kependudukan; 
f. Melaksanakan kerjasama dengan media cetak dan elektronik; 
g. Membuat arahan, mengawasi, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan; dan
h. Mengikuti prosedur administrasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama.Menyusun pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
i. Menganalisis isu-isu terkait data kependudukan.
j. Melakukan studi tentang dampak dari perkembangan kependudukan.
k. Menyusun profil demografis.
l. Melaksanakan proyeksi jumlah penduduk.
m. Menyiapkan kategori atau tipologi.
n. Melakukan pemetaan terkait kependudukan.
o. Menyusun program rencana operasional subsatansi kegiatan inovasi pelayanan; 
p. Memberikan penghargaan terhadap perangkat daerah yang berprestasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
q. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
r. Meningkatkan kualitas pelayanan, yang tertib dan lancar; 
s. Menciptakan inovasi dalam layanan administrasi kependudukan yang tertib, cepat, tepat, dan akurat; dan 
t. Menyediakan bahan untuk tugas-tugas tambahan yang diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya.
7. UPT
UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengar kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesua dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim dan anggota tim.
Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dar keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisas lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaar kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.
E. Sarana dan Prasarana Kerja
[bookmark: _Hlk175607602][bookmark: _Hlk169004101]		Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap organisasi tentunya didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk membantu kelancaran aktivitas organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara maksimal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah sebagai berikut:












Tabel IV.6
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
	
No
	
Sarana dan Prasarana
	
Jumlah
(Unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
(Unit)
	Tidak Baik
(Unit)

	1.
	Loket Pelayanan	
	5
	5
	0

	2.
	Ruang Rapat
	1
	1
	0

	3.
	Komputer
	106
	58
	48

	4.
	Laptop
	4
	2
	2

	5.
	Notebook
	2
	2
	0

	6.
	Tablet	
	2
	2
	0

	7.
	Scanner
	4
	0
	4

	8.
	Printer
	128
	40
	88

	9.
	Lemari Arsip
	45
	24
	21

	10.
	Meja Rapat
	1
	1
	0

	11.
	Kursi Rapat
	15
	13
	2

	12.
	Speaker
	1
	1
	0

	13.
	Signature Pad
	2
	2
	0

	14.
	Meja Informasi
	1
	1
	0

	15.
	Sofa
	3
	3
	0

	16
	Mesin Cetak KIA
	2
	2
	0

	17.
	Mesin Cetak KTP
	2
	2
	0

	18.
	Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
	1
	1
	0

	19.
	Racun Api
	12
	10
	2


Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024
Tabel diatas menunjukan bahwa keadaan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai masih dikatakan kurang baik. Dimana kita ketahui bahwa "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai merupakan lembaga pemerintah yang menyediakan layanan terkait kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh masyarakat di Kota Dumai. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.
	

BAB V
ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

A. Analisis Kinerja Organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
		Organisasi di sektor publik pemerintah harus kinerjanya berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntunan lingkungannya dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan, akuntabel, dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik untuk memastikan pelayanan masyarakat yang optimal.
		Untuk berhasil menjalankan urusan pemerintahan di masing-masing seksi atau unit kerja, organisasi publik harus saling berhubungan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, untuk memastikan bahwa tujuan dan program organisasi dapat dicapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai membutuhkan standard dan prosedur kerja untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka.
		Untuk dapat melihat Kinerja Organisasi pada penelitian ini menjadi objek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan dalam hal ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2019:50-51) ada 5 indikator yang dapat dilihat sebagai berikut:


1. Produktivitas 
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan produktivitas adalah suatu kegiatan organisasi yang menggunakan sumber daya yang ada di dalamnya untuk menghasilkan kerja yang optimal, sesuai dengan harapan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
Untuk melihat kinerja organisasi terhadap produktivitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a.  Adanya pencapaian target atas program kerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
	Untuk menyelesaikan program kerja sesuai dengan tujuan penelitian ini, kompetensi individu dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi penting diukur dari awal hingga selesai. Hasil dari pengukuran ini adalah output yang dapat memberikan kontribusi bagi organisasi karena pencapaian target program kerja akan menyebabkan organisasi menjadi lebih baik dan lebih maju.
b. Adanya kemampuan pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
Kemampuan pegawai untuk menyelesaikan tugas sesuai  visi dan misi organisasi merupakan hal bagian penting dari perencanaan strategis. Organisasi diharapkan memiliki visi dan tujuan ke depan yang sejalan dengan organisasi.
c. Adanya kemampuan organisasi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan.
Salah satu langkah penting dalam manajemen dan peningkatan kinerja suatu organisasi adalah evaluasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan komitmen kinerja telah dicapai dan untuk mengetahui seberapa baik organisasi telah melakukan apa yang telah direncanakan. Dengan melakukan evaluasi, organisasi menjadi lebih tahu bagaimana kegiatan tersebut berkembang untuk kedepannya.
d. Adanya peningkatan realisasi hasil kegiatan yang telah dilakukan
Yang dimaksud dengan peningkatan realisasi hasil kegiatan adalah proses pelaksanaan atau implementasi rencana atau program yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, yang menghasilkan peningkatan kinerja yang memungkinkan untuk mengetahui bagaimana setiap program kegiatan dapat ditingkatkan.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai terhadap indikator produktivitas peneliti menjabarkan atau menjelaskan hasil jumlah skor yang didapatkan melalui pengumpulan jawaban responden dalam bentuk data dan data tersebut dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:




	Tabel V.1	
Tanggapan Responden Tentang Produktivitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Adanya pencapaian target atas program kerja sebagaimana yang telah di tetapkan
	Frek
	10
	49
	9
	2
	70

	
	
	Skor
	40
	147
	18
	2
	207

	2.
	Adanya kemampuan pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan
	Frek
	8
	48
	14
	0
	70

	
	
	Skor
	32
	144
	28
	0
	204

	3.
	Adanya kemampuan organisasi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah direncakan
	Frek
	12
	44
	14
	0
	70

	
	
	Skor
	48
	132
	28
	0
	208

	4.
	Adanya peningkatan realiasi hasil kegiatan yang telah dilakukan
	Frek
	13
	40
	16
	1
	70

	
	
	Skor
	52
	120
	32
	1
	205

	
	Jumlah
	Frek
	43
	181
	53
	3
	280

	
	
	%
	15%
	65%
	19%
	1%
	100%

	
	
	Skor
	172
	543
	106
	3
	823


Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024.
Berdasarkan tabel V.1 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 172, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak  543,  sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 106 dan untuk  sub indikator keempat memperoleh skor sebanyak 3. Berdasarkan jumlah keempat sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk produktivitas ialah 823 skor ini berada pada kategori Baik. 	
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator produktivitas  dalam  bentuk Diagram V.1 sebagai berikut:  
Sumber: Olahan Data 2024.
Berdasarkan tanggapan Responden tentang produktivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, jumlah Frekuensi Sangat Baik memiliki  jumlah skor  172 dan Persentase (15%), kategori  Baik dengan jumlah Skor  543  dan persentase (65%), kategori Cukup Baik dengan jumlah skor  106  dan persentase (19%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor  3 dan persentase (1%). Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang produktivitas yang tertinggi ada pada kategori Baik dengan  jumlah Skor 543 dan persentase  (65%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Produktivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang produktivitas yang mendapatkan total skor sebanyak 823. Sehingga dapat di kategorikan baik, karena berada pada rentang skor 701  - 910 dengan kategori Baik.
2. Kualitas Layanan
Kualitas layanan dalam penelitian ini adalah kualitas layanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk menghindari pandangan negatif yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi publik.
Untuk lebih jelasnya kinerja organiasi yang diteliti melalui indikator kualitas layanan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan adanya kemampuan pegawai yang menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik. Sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.
b. Adanya ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
SOP digunakan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum untuk melaksanakan kinerja dan mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga. Selain itu, jika SOP dilaksanakan dengan tepat waktu, lebih mudah untuk mengetahui kinerja selanjutnya.
c. Adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi dalam menyediakan layanan.
Dijelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik membentuk kepuasan masyarakat dan merupakan tanggapan terhadap kinerja organisasi publik. Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan, sehingga pelayanan yang diberikan berdampak positif pada organisasi. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat harus ada.
d. Adanya inovasi pelayanan terhadap organisasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat
Inovasi bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, terutama jika inovasi pelayanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, menjadikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi adalah salah satu prioritas reformasi birokrasi.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas layanan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.2
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Layanan
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Adanya kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
	Frek
	25
	35
	10
	0
	70

	
	
	Skor
	100
	105
	20
	0
	225

	2.
	Adanya ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
	Frek
	15
	46
	8
	1
	70

	
	
	Skor
	60
	138
	16
	1
	215

	3.
	Adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan.
	Frek
	14
	39
	17
	0
	70

	
	
	Skor
	56
	117
	34
	0
	207

	4.
	Adanya inovasi pelayanan terhadap organisasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat
	Frek
	14
	36
	19
	1
	70

	
	
	Skor
	56
	108
	38
	1
	203

	 
	Jumlah
	Frek
	68
	156
	54
	2
	280

	
	
	%
	25%
	55%
	19%
	1%
	100%

	
	
	Skor
	272
	468
	108
	2
	850


Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024.
Berdasarkan tabel V.2 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 272, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 468, untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 108 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 2. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Kualitas Layanan sebanyak  skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Kualitas Layanan dalam bentuk Diagram V.2 sebagai berikut :

Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024.
Berdasarkan tanggapan Responden tentang indikator Kualitas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai jumlah Frekuensi Sangat  Baik memiliki skor dengan jumlah skor 272 dan Persentase (25%), kategori  Baik dengan jumlah skor 468  dan persentase (55%), kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 108  dan persentase (19%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 2 dan persentase (1%).
Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Kualitas Layanan yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan  jumlah Skor 468  dan persentase (55%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Kualitas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:    
                                                           850                                            
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang kualitas layanan yang mendapatkan total skor sebanyak 850. Sehingga dapat di kategorikan  Baik, karena berada pada rentang skor 701  – 910 dengan kategori  Baik.
3. Responsivitas 
Yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai responsitas terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
a. Adanya agenda kerja atau prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Yang dimaksud dengan adanya agenda kerja atau prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adalah dalam menyusun agenda kerja dan menyusun skala prioritas program kerja yang akan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai haru dengan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
b. Adanya keselarasan antara program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.
Yaitu Adanya keselarasan antara program kerja dan kegiatan dimaksudkan agar organisasi dapat menentukan langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan tujuan ini, program kerja dan kegiatan harus selaras.
c.  Adanya kemampuan menjalankan misi organisasi dan tujuannya.
Yaitu misi adalah pernyataan yang memaparkan tujuan dan nilai organisasi serta misi sangat diperlukan untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu adanya kemampuan menjalankan misi organisasi tersebut.
d. Adanya kemampuan untuk mengenali kebutuhan pelayanan dan aspirasi masyarakat.
Kebutuhan masyarakat akan program layanan cenderung berubah seiring dengan pola hidup, terutama dalam bidang pelayanan. Sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama bagi mereka yang melakukan pelayanan. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, tujuan organisasi dapat tercapai dengan tepat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memasukkan inovasi dan perubahan pada pelayanan yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai responsivitas terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Adanya agenda kerja atau prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
	Frek
	14
	35
	21
	0
	70

	
	
	Skor
	56
	105
	42
	0
	203

	2.
	Adanya keselarasan antara program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.
	Frek
	15
	47
	7
	1
	70

	
	
	Skor
	60
	141
	14
	1
	216

	3.
	Adanya kemampuan menjalankan misi organisasi dan tujuannya.
	Frek
	20
	31
	19
	0
	70

	
	
	Skor
	80
	93
	38
	0
	211

	4.
	Adanya kemampuan untuk mengenali kebutuhan pelayanan dan aspirasi masyarakat.
	Frek
	8
	49
	12
	1
	70

	
	
	Skor
	32
	147
	24
	1
	204

	 
	Jumlah
	Frek
	57
	162
	59
	2
	280

	
	
	%
	20%
	58%
	21%
	1%
	100%

	
	
	Skor
	228
	486
	118
	2
	834


Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024.
Berdasarkan tabel V.3 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 228, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 486, untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 118 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 2. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Responsivitas sebanyak 834 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Responsitas dalam bentuk Diagram V.3 sebagai berikut:
Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tanggapan Responden tentang indikator Responsivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai jumlah Frekuensi Sangat  Baik memiliki skor dengan jumlah skor 228 dan Persentase (20%), kategori  Baik dengan jumlah skor 486 dan persentase (58%),  kategori Cukup Baik dengan jumlah skor  118 dan persentase (21%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 2 dan persentase (1%). Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Responsitas yang tertinggi ada pada kategori Baik dengan  jumlah Skor 486  dan persentase  (58%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Responsivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:
                                                       834
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang responsivitas yang mendapatkan total skor sebanyak 834. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 701  - 910 dengan kategori Baik.
4. Responsibilitas
Yang dimaksud dengan responsibilitas dalam penelitian ini adalah konsep yang berkenan dengan standar dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator oublik untuk menjalanakan tugasnya. Organisasi dikatakan responsibel apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi yang tinggi untuk dapat melakukan penilaian terhadap sikap, prilaku dan kebijakan organisasi publik.
Untuk melihat kinerja organisasi terhadap responsibilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Adanya pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Setiap organisasi harus memastikan bahwa setiap anggota melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Organisasi yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan.
b. Adanya kewajiban pegawai menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Prinsip-prinsip yang memungkinkan pegawai menjalankan tugas mereka adalah untuk memenuhi kewajiban mereka dan menghindari larangan yang ditetapkan oleh hukum. Prinsip-prinsip ini juga berlaku untuk kegiatan dan tugas yang sama dengan tujuan yang sama.
c. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ketersediaan saran dan prasarana Saran dan prasarana sangat penting untuk keberhasilan proses pelayanan publik; tanpa keduanya, semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 
d. Adanya pegawai yang mampu menerima dan menyelesaikan setiap masalah-masalah terhadap kerja yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pegawai yang memiliki sikap yang profesional dimana dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab. Ketika adanya masalah juga siap menerima dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan juga berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga organisasi publik akan lebih tearah tujuan kedepannya.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai responsibilitas terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Responsibilitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Adanya pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
	Frek
	12
	51
	7
	0
	70

	
	
	Skor
	48
	153
	14
	0
	215

	2.
	Adanya kewajiban pegawai menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
	Frek
	12
	37
	20
	1 
	70

	
	
	Skor
	48
	111
	40
	1
	200

	3.
	Adanya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
	Frek
	8
	43
	17
	2
	70

	
	
	Skor
	32
	129
	34
	2
	197

	4.
	Adanya pegawai yang mampu menerima dan menyelesaikan setiap masalah-masalah terhadap kerja yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
	Frek
	13
	47
	10
	0
	70

	
	
	Skor
	52
	141
	20
	0
	213

	 
	
	Frek
	45
	178
	54
	3
	280

	
	
	%
	16%
	63%
	19%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	180
	534
	108
	3
	825 


Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024.
Berdasarkan tabel V.4 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 180, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 534, untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 108 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 3. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Responsibilitas sebanyak 825 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Responsibilitas dalam bentuk Diagram V.4 sebagai berikut :

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tanggapan Responden tentang indikator Responsibilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai jumlah Frekuensi Sangat  Baik memiliki skor dengan jumlah skor 180 dan Persentase (16%), kategori  Baik dengan jumlah skor  534  dan persentase (63%),  kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 108 dan persentase (19%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 3 dan persentase (2%).  Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Respon tentang Responsibilitas yang tertinggi ada pada kategori Baik dengan  jumlah Skor 534  dan persentase  (63%).
 Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Responsibilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                  825
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang responsibilitas yang mendapatkan total skor sebanyak 825. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 701  -  910 dengan kategori Baik.
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.
Untuk lebih jelasnya kinerja organisasi yang diteliti melalui indikatorakuntabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya pegawai bekerja sesuai dengan nilai dan norma kerja serta peraturan yang berlaku.
Pegawai memiliki kemampuan untuk berperilaku dan bermoral sesuai dengan standar etika dalam peraturan kerja yang berlaku, serta menunjukkan bahwa mereka secara sadar berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian, etika yang sesuai dengan standar ini akan menguntungkan organisasi.
b. Adanya aturan yang jelas yang menjadi pedoman serta acuan pegawai dalam bekerja.
Yaitu adanya aturan tersebut merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tugas dalam menjalankan pekerjaan contohnya kode etik dan juga mampu menciptakan lingkungan kerja pegawai yang disiplin dan tanggung jawab.
c. Adanya kemampuan pegawai dalam mempertaggungjawabkan pekerjaannya.
Untuk mendukung aktivitas kerja, selain kemampuan kerja, juga diperlukan kedisiplinan dalam bekerja dan menguasai apa yang dikerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika ada kesalahan, pegawai akan merasa mampu memperbaiki kesalahannya.
d. Adanya pertanggungjawabkan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
[bookmark: _GoBack]Yaitu adanya pertanggungjawaban, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan misi organisasi, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode pertanggungjawaban yang digunakan secara teratur.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat melalui tabel berikut:
	Tabel V.5	
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Adanya pegawai bekerja sesuai dengan nilai dan norma kerja serta peraturan yang berlaku.
	Frek
	27
	30
	12
	1
	70

	
	
	Skor
	108
	90
	24
	1
	223

	2.
	Adanya aturan yang jelas yang menjadi pedoman serta acuan pegawai dalam bekerja.
	Frek
	15
	41
	14
	0
	70

	
	
	Skor
	60
	123
	28
	0
	211

	3
	Adanya kemampuan pegawai dalam mempertaggungjawabkan pekerjaannya.
	Frek
	8
	50
	12
	0
	70

	
	
	Skor
	32
	150
	24
	0
	206

	4
	Adanya pertanggungjawabkan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
	Frek
	13
	41
	14
	2
	70

	
	
	Skor
	52
	123
	28
	2
	205

	 
	Jumlah
	Frek
	63
	162
	52
	3
	280

	
	
	%
	22%
	58%
	18%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	252
	486
	104
	3
	845


Sumber Data: Hasil Olahan Data,2024
Berdasarkan tabel V.5 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 252, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 486, untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 104 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 3. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Responsibilitas sebanyak 845 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Akuntabilitas dalam bentuk Diagram V.5 sebagai berikut:
Sumber Data: Hasil Olahan Data,2024
Berdasarkan tanggapan Responden tentang indikator Akuntabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai jumlah Frekuensi Sangat Baik memiliki skor dengan jumlah skor 252 dan Persentase (22%), kategori  Baik dengan jumlah skor 486  dan persentase (58%),  kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 104 dan persentase (18%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor  3 dan persentase (2%).  Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yang tertinggi ada pada kategori Baik dengan  jumlah Skor 486  dan persentase  (58%).

Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Akuntabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                      
                                                                    845
	
280        TB           490            CB          700          B            910          SB       1.120	
Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Akuntabilitas yang mendapatkan total skor sebanyak 845. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 701 - 910 dengan kategori Baik
Tabel V.6
Rekapitulasi Kinerja Organisasi Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
	No
	 Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Produktivitas
	Frek
	43
	181
	53
	3
	280

	
	
	Skor
	172
	543
	106
	3
	823

	2
	Kualitas Layanan
	Frek
	68
	156
	54
	2
	280

	
	
	Skor
	272
	468
	108
	2
	850

	3
	Responsivitas 
	Frek
	57
	162
	59
	2
	280

	
	
	Skor
	228
	486
	118
	2
	834

	4
	Responsibilitas 
	Frek
	45
	178
	54
	3
	280

	
	
	Skor
	180
	534
	108
	3
	825

	5
	Akuntabilitas 
	Frek
	63
	162
	52
	3
	280

	
	
	Skor
	252
	486
	104
	3
	845

	Jumlah 
	Frek
	276
	839
	272
	13
	1.400

	
	Skor
	1.104
	2.517
	544
	13
	4.177

	
	%
	27%
	60%
	13%
	0%
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024


Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat diketahui bahwa dari 70 responden telah memberikan tanggapannya terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Dari lima indikator yakni Produktivitas memperoleh skor (823), Kualitas Layanan memperoleh skor (850), Responsivitas memperoleh skor (834), Responsibilitas memperoleh skor (825) dan Akuntabilitas memperoleh skor (845). Dengan demikian selanjutnya dilakukan penjumlahan dari masing-masing skor indikator maka diperoleh skor sebesar (4.177).
Selanjutnya, penulis menyajikan data presentase terkait jumlah keseluruhan jawaban responden tentang kelima indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas dalam bentuk Diagram V.6 sebagai berikut :
Sumber Data: Hasil Olahan Data, 2024
Berdasarkan tanggapan Responden tentang keseluruhan indikator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dinyatakan pada kategori Baik, kenyataan ini diperoleh dari 70 responden yang memberikan tanggapan Sangat Baik sebesar 27%, yang menyatakan Kategori  Baik sebesar  60% dan yang menyatakan Cukup Baik sebesar 13% dan yang menyatakan Kategori Tidak Baik sebesar 0%.
Maka, kesimpulan dari tampilan diagram diatas ialah, indikator yang sangat mendukung dan berpengaruh pada Kinerja Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai ialah indikator Kualitas Layanan dengan memperoleh hasil skor 850 dan mencapai 60% dalam kategori Baik.
Dari uraian penjelasan diagram yang diperoleh atas seluruh jawaban responden untuk seluruh indikator dalam Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, peneliti juga menjelaskan skor tersebut dalam bentuk garis Kontinum sebagai berikut ini:   
                                                                     4.177

1.400        TB        2.450        CB        3.500         B           4.550        SB       5.600
Berdasarkan garis kontinum diatas, bahwa untuk kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai di kategorikan Baik dengan total skor 4.177 berada pada garis kontinum interval 1.400 – 4.550 dinyatakan dengan kategori Baik.


B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Organisasi Pada   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan kinerja menunjukkan bahwa organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam upaya meningkatkan kinerja dan meningkatkan pencapaian target program kerja yang masih belum terlaksana secara optimal. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu:
a. Terdapat Kualitas Layanan yang baik pada Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan adanya inovasi pelayanan terhadap organisasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
b. Terdapatnya Akuntabilitas yang baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari adanya pegawai bekerja sesuai dengan nilai dan norma kerja serta peraturan yang berlaku dan adanya kemampuan pegawai dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai  yaitu:
a. Kurangnya produktivitas yang baik pada Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pencapaian target atas program kerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
b. Kurangnya Responsibilitas yang baik pada Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari Kurangnya pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan kurangnya kewajiban pegawai menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c. Kurangnya responsivitas yang baik namun untuk skor responsivitas lumayan tinggi tetapi tergolong rendah pada Kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya agenda kerja atau prioritas  kegiatan sesuai dengan program kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
  	




BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenaickinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka pada bab VI ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran.
A. Kesimpulan 
1. Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dikategorikan Baik, Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 (Lima) indikator yaitu: Produktivitas, Kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dari 70 responden diperoleh skor secara keseluruhan 4.177  termasuk kategori Baik karena berada pada rentang  skor 1.400 - 4.550 dinyatakan dengan kategori Baik.
2. Faktor pendukung Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu Kualitas Layanan yang baik pada Kinerja Organisasi yang dapat dilihat dari adanya kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan adanya inovasi pelayanan terhadap organisasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu Masih kurangnya produktivitas yang baik pada Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang dapat dilihat dari kurangnya pencapaian target atas program kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 
B. Saran
Berdasarkan faktor penghambat yang penulis paparkan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu :
1. Disarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai lebih meningkatkan produktivitas dengan cara mengusulkan beberapa pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang dapat diikuti pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsi yang diemban yang didasari undang-undang yang sudah berlaku.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk memberikan arahan serta pantauan kepada pegawai agar mampu meningkatkan responsibilitas dengan cara menghimbau pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan terhadap pekerjaan yang telah diberikan tanggungjawab kepadanya, sehingga organisasi tersebut mampu menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
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